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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang Masalah 
Pegawai negeri sipil merupakan ujung tombak penyelenggaraan negara. 
Kinerja mereka sangat menetukan kualitas penyelenggaraan berbagai kebijakan 
dan pelayanan negara. Namun nampaknya perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme 
menjadi citra umum bagi jajaran aparat pemerintah. Seperti yang diungkapkan 
oleh Tavip Agus Rayanto dalam Dwiyanto (2014:83)  
.....masih sering kita dengar berbagai kritik tajam dan pandangan sinis 
masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan di Indonesia yang dinilai 
kualitas kerjanya rendah, biaya mahal dan boros, miskin informasi dan 
lebih mementingkan diri sendiri.  Keadaan itu diperburuk dengan 
banyaknya pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku, 
tindakan sewenang-wenang, sikap arogansi penguasa, pemborosan 
sumber-sumber keuangan, sumber daya alam, penyalahgunaan 
wewenang dan fasilitas negara, serta praktek korupsi, kolusi dan 
nepotisme..... 
Buruknya kinerja aparatur pemerintah ini berakibat pada buruknya 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.  Setiap urusan menjadi semakin 
panjang akibat birokrasi berbelit, sehingga banyak oknum aparat yang bermain 
dengan mengadakan pungutan liar bagi orang-orang yang ingin mendapatkan 
kemudahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab buruknya 
pelayanan publik adalah buruknya kinerja aparatur pemerintah.  Menurut Hasil 
Survey Worldwide Governance Indicator yang di rilis oleh The World Bank 
(www.info.worldbank.org/governments/wgi) bahwa Indonesia (2015) memperoleh 
angka 54,8 pada indikator Government Effectivness dari nilai 100, sangat jauh 





indikator Control Of Corruption hanya memperoleh angka 34,1 dari nilai 100. 
Hasil survey tersebut menggambarkan bahwa birokrasi di Indonesia masih 
berbelit dan tidak efektif sementara tingkat korupsi masih tinggi. 
Salah satu penyebab buruknya kinerja pegawai negeri sipil ini sering 
dikaitkan dengan rendahnya gaji yang mereka terima.  Hal ini seperti yang 
dinyatakan oleh Dewi Casmiwati (Ambar TS, 2011:229) bahwa: 
„Seringkali permasalahan besarnya kompensasi terangkat ke permukaan 
ketika orang berbicara mengenai korupsi atau tindakan penyelewengan 
kewenangan yang bersifat finansial lain seperti mark up dana proyek 
pembangunan, penyunatan dana pembangunan dan lain sebagainya.  
Sebagian dari mereka berargumen bahwa tindakan penyelewengan 
kewenangan tersebut terjadi karena kompensasi yang diterima PNS 
berikut pejabat publiknya terlalu kecil, tidak sebanding dengan tuntutan 
hidup.  Keadaan ini dipandang sebagai prakondisi PNS dan Pejabat 
Publik lainnya mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup melalui „korupsi‟.  Selain itu, kompensasi sering dikaitkan dengan 
etos kerja PNS.  Gaji yang rendah membawa dampak pada kinerja PNS 
yang buruk......‟ 
 
Sementara itu Budi Setiyono (Setiyono, 2012:117) menjelaskan pendapat 
Sorensen tentang beberapa faktor yang menyebabkan birokrasi memiliki 
ketidakefisienan dalam melaksanakan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan 
negara, yaitu: 
a. Tiadanya iklim kompetisi dalam model bekerjanya birokrasi (lack of 
product competition) 
Faktor ini berkaitan dengan status dan tipe operasionalisasi birokrasi yang 
bekerja tidak dalam kerangka mekanisme pasar. Hal tersebut 
mengakibatkan birokrasi cenderung bekerja tidak efisien karena tidak 





b. Sumber pendapatan yang bukan dari usaha organisasi sendiri (lack of a 
firm budget constrain) 
Faktor yang berkaitan dengan ketiadaan hubungan sebab akibat antara 
pendapatan dengan kinerja institusi.  Kondisi ini menyebabkan birokrasi 
bekerja tanpa harus memperhitungkan dampak kinerjanya terhadap 
perolehan pendapatan yang secara rutin didapatkan dari APBN/APBD. 
c. Tidak adanya ukuran kinerja (lack of performance measurement) 
Faktor yang berkaitan dengan situasi manajemen kepegawaian di 
lingkungan birokrasi.  Sistem penggajian yang tidak berdasarkan kinerja 
dan tidak adanya ukuran yang baku untuk menilai kinerja pegawai.  
Kondisi tersebut menyebabkan pegawai bekerja malas-malasan, tidak 
mengerjakan tugas, membolos dan bahkan mengkorupsi aset-aset negara. 
d. Tidak adanya insentif (lack of incentive) 
Faktor yang berhubungan dengan ketiadaan perangsang untuk memotivasi 
pegawai.  Hal ini berhubungan dengan sistem penggajian yang tetap (fixed 
salaries) dimana pegawai mendapatkan gaji yang konstan, walaupun 
mereka memiliki produkrivitas dan kualitas pekerjaan yang baik. Kondisi 
ini menyebabkan pegawai bekerja tanpa motivasi untuk berprestasi sebaik-
baiknya. 
e. Tidak adanya tantangan administratif kepada pejabat birokrasi secara 
personal (lack of administrative contraint) 
Faktor yang berhubungan dengan minimnya tingkat resiko bagi pejabat 





memiliki standar kriteria yang jelas untuk mengukur keberhasilan, 
sehingga pejabat pemerintah cenderung memiliki posisi jabatan yang aman 
dibandingkan dengan pejabat di sektor swasta yang dituntut pencapaian 
target dan peningkatan kinerja.  Hal tersebut menyebabkan pejabat 
pemerintah kehilangan inovasi, krativitas, semangat dan konsep yang jelas 
dalam mengejar prestasi dan enggan menempuh resiko ber-eksperimen 
untuk menyelesaikan masalah. 
f. Tidak adanya kepemimpinan yang aktif (lack of leadership) 
Faktor yang berkaitan dengan ketiadaan kepemimpinan yang rasional dari 
sudut pandang manajemen.  Situasi tersebut disebabkan oleh: 1) Pucuk 
pimpinan organisasi adalah para pejabat politik yang menduduki jabatan, 
bukan karena kemampuan manajerial, 2) Pemimpin dalam institusi 
birokrasi senantiasa dikekang oleh adanya peraturan, formalitas, resiko 
politik, prosedur dan sistem komando yang sentralistis.   
Upaya Pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut telah dimulai 
sejak tahun 1998 melalui agenda reformasi total.  Sebagaimana diungkapkan oleh 
Agus Sutiono (Ambar TS, 2011:27) bahwa: 
„Sesuai dengan tuntutan reformasi total yang dicanangkan oleh rakyat, 
pemerintah dalam GBHN tahun 1998, menetapkan terwujudnya good 
governance atau pemerintahan yang baik.  Dengan kata lain GBHN 
menegaskan bahwa semua bidang atau aspek yang menyangkut tata 
kepemerintahan, termasuk didalamnya pengaturan dan pelaksanaan 
sistem kompensasi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) diarahkan untuk 







Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan clean and good governence 
dilaksanakan melalui reformasi birokrasi pada tingkat Kementerian dan Lembaga.  
Reformasi birokrasi sendiri mulai dibahas sejak tahun 2003 dan kemudian 
ditetapkan berbagai peraturan terkait kebijakan tersebut.  Hal tersebut seperti yang 
diungkapkan oleh Komarudin seorang peneliti utama BPPT bidang kebijakan 
publik yang tulisannya dimuat dalam Jurnal NEGARAWAN, Kemensetneg RI, 
Nomor 23/2012 (Komarudin, 2014: 118) sebagai berikut: 
“Reformasi Birokrasi telah dibahas sejak tahun 2003 dan dokumen resmi 
mulai dikeluarkan tahun 2008.  UU No. 17/2007 juga menegaskan 
tentang reformasi Birokrasi Aparatur Negara.  Mengacu pada dokumen 
ini, Menpan menetapkan Permenpan Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 
tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi dan Permenpan Nomor 
PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan 
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah.” 
 
Selanjutnya pada tahun 2010 ditetapkan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.  Menindaklanjuti ketetapan tersebut 
Kemenpan menetapkan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi. Kebijakan ini berisi arah kebijakan pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi Nasional dan operasinalisasi lima tahunan yang terdiri dari : 











Ruang Lingkup Perubahan yang diatur dalam PermenPANRB Nomor 20 
Tahun 2010 tersebut diatas tergambar dalam tabel dibawah ini. 
Tabel 1.1 
Ruang Lingkup Reformasi Birokrasi 
 
Program Tingkat Makro Program Tingkat Meso Program Tingkat Mikro 





2. Penataan Tatalaksana 2. Konsultasi dan 
Asistensi 
2. Penataan Peraturan 
Perundang-undangan 




















  5. Penataan Sistem 
SDM Aparatur 
6. Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik 
  6. Penguatan 
Pengawasan 
Sumber : Komarudin (2014:127) 
 
Penataan sumber daya manusia aparatur negara merupakan salah satu 
agenda dalam reformasi birokrasi.  Adapun Program, Kegiatan dan Hasil yang 

















Program, Kegiatan dan Hasil yang Diharapkan 
Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara 
 
NO PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN 
1. Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai Sistem Rekrutmen yang terbuka, 
transparan dan akuntabel 
2. Analisis Jabatan Dokumen peta dan uraian jabatan 
3. Evaluasi Jabatan Peringkat Jabatan dan Harga 
Jabatan 
4. Penyusunan Standart Kompetensi 
Jabatan 
Dokumen Kualitas Jabatan 
5. Assesment Individu berdasarakan 
kompetensi 
Peta profil kompetensi individu 
6. Penerapan Sistem penilaian kinerja 
individu 
Kinerja individu yang terukur 
7. Pembangunan/Pengembangan 
database pegawai 
Ketersediaan data pegawai yang 
mutakhir dan akurat 
8. Pengembangan pendidikan dan 
pelatihan pegawai berbasis 
kompetensi 
Pendidikan dan pelatihan pegawai 
berbasis kompetensi 
Sumber : Komarudin (2014:130) 
 
Komarudin juga mengungkapkan beberapa prinsip pelaksanaan reformasi 
birokrasi sebagai berikut (2014:132): 
a. Seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah diwajibkan untuk 
melaksanakan reformasi birokrasi sesuai amanat Perpres 81/2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 
b. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang melakukan reformasi 
birokrasi harus menyampaikan usulan dokumen dan Road Map Reformasi 
Birokrasi kepada Tim RBN melalui UPRBN. 
c. Tunjangan Kinerja  merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan 
reformasi birokrasi dan diharapkan dananya bersumber dari 
efisiensi/optimalisasi pagu anggaran kementerian, lembaga dan 





d. Tunjangan kinerja diberikan secara bertahap sesuai kemajuan 
keberhasilan/capaian pelaksanaan reformasi birokrasi. 
 
Kebijakan tunjangan kinerja yang merupakan bagian dari kebijakan 
reformasi birokrasi bertujuan untuk memperbaiki sistem penggajian PNS yang 
selama ini tidak berdasarkan kinerja. Diharapkan dengan diberlakukannya 
kebijakan tunjangan kinerja dapat meningkatkan kinerja PNS. Tunjangan Kinerja 
diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah berdasarkan hasil 
penilaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi yang dilakukan 
oleh KPRBN (Komisi Penilai Reformasi Birokrasi Nasional).  Komisi inilah yang 
memberikan rekomendasi dan persetujuan pemberian tunjangan kinerja dan 
pemberian tambahan/pengurangan anggaran tunjangan kinerja.  
Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti implementasi 
kebijakan tunjangan kinerja dilingkungan kementerian yang menyelenggarakan 
pelayanan langsung kepada masyarakat dalam hal ini adalah kementerian 
kesehatan.  Peningkatan kinerja dilingkungan kementerian kesehatan menjadi 
sangat vital karena kementerian ini menyelenggarakan pelayanan yang 
berhubungan dengan hak dasar dari masyarakat yaitu pelayanan bidang kesehatan.  
Kementerian Kesehatan sudah melaksanakan penilaian reformasi 
birokrasi secara mandiri melalui aplikasi PMPRB online sesuai dengan kebijakan 
Kementerian PAN dan RB. Pada bulan Maret 2013 penilaian PMPRB online 
tersebut mendapatkan nilai 68,69 atau level 3, selanjutnya pada bulan Maret 2014 






Pemberian tunjangan kinerja bagi PNS di lingkungan Kementerian 
Kesehatan terhitung per Juli 2013. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai.  
Permenkes ini kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 
Tahun 2015. Sedangkan untuk Badan Layanan Umum (BLU), kebijakan 
tunjangan kinerja diatur melalui peraturan yang terpisah.  Dalam penelitian ini 
peneliti tertarik untuk meneliti tentang implementasi kebijakan tunjangan kinerja 
di salah satu unit kerja kementerian kesehatan. Kantor BP2GAKI adalah salah 
satu Satuan Kerja Daerah dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan,  Kementerian Kesehatan.  Tugas Pokok dan Fungsi dari Kantor ini 
adalah melaksanakan penelitian dibidang penanggulangan Penyakit Akibat 
Kekurangan Iodium dengan area kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia. PNS di 
kantor BP2GAKI menerima kebijakan yang sama yang berlaku di Kementerian 
Kesehatan.   
Kantor BP2GAKI dipilih menjadi lokasi penelitian karena BP2GAKI 
adalah salah satu unit kerja yang dipilih oleh Inspektorat Jenderal Kementerian 
Kesehatan pada tahun 2015 melakukan self assesment untuk ditetapkan sebagai 
unit kerja dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani (WBBM).  Pemilihan ini atas dasar unit kerja tersebut telah 
memenuhi indikator-indikator proses menuju WBK dan WBBM.  Menurut 
Pedoman Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum 
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan 





antara lain: 1. Pemenuhan kewajiban LHKPN, 2. Pemenuhan Akuntabilitas 
Kinerja, 3. Pemenuhan Kewajiban Laporan Keuangan, 4. Penerapan Kebijakan 
Disiplin PNS, 5. Penerapan Kode Etik Khusus, 6. Penerapan Kebijakan Pelayanan 
Publik, 7.Penerapan whistle blower system Tindak Pidana Korupsi, 8. 
Pengendalian gratifikasi, 9. Penanganan benturan kepentingan (conflict of 
interest), 10. Kegiatan promosi anti korupsi, 11. Pelaksanaan saran perbaikan 
yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP, 12.Kebijakan pembinaan purna tugas, 13. 
Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK, 14. Promosi jabatan 
secara terbuka, 15. Rekruitment secara terbuka, 16. Mekanisme pengaduan 
masyarakat, 17. E-procurement, 18. Pengukuran kinerja individu, 19. Keterbukaan 
informasi publik. Pemenuhan indikator-indikator tersebut merupakan hasil dari 
pelaksanaan reformasi birokasi di unit kerja bersangkutan.   
Kebijakan Tunjangan Kinerja yang di Implementasikan oleh BP2GAKI 
akan menjadi hal yang menarik untuk diteliti.  Diharapkan bisa ditemukan 
keterkaitan antara tunjangan kinerja dan reformasi birokrasi. Hal tersebut yang 
mendasari peneliti mengadakan penelitian tentang Implementasi Peraturan 
Menteri Kesehatan No. 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai 










B.   Perumusan Masalah  
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 
a.  Bagaimana Implementasi Permenkes no. 83 tahun 2013 tentang 
Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan  Kementerian Kesehatan 
di BP2GAKI ? 
b.  Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam implementasi dan menjadi 
kendala dalam Implementasi Permenkes no. 83 tahun 2013 tentang 
Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan  Kementerian Kesehatan 
di BP2GAKI ? 
C.   Tujuan Penelitian  
Berangkat dari masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini 
dilaksanakan dengan tujuan untuk: 
a. Mengetahui Proses Implementasi Permenkes no. 83 tahun 2013 tentang 
Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan  Kementerian Kesehatan 
di BP2GAKI  
b.  Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada kebijakan yang menjadi 
kendala dalam Implementasi Permenkes no. 83 tahun 2013 tentang 
Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan  Kementerian Kesehatan 
di BP2GAKI  
D.   Manfaat Penelitian  







1. Manfaat teoritis 
a. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 
teori implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja di 
organisasi publik. 
b. Penelitian ini dapat ikut mengembangkan ilmu pengetahuan, 
khususnya studi kebijakan publik. 
c. Penelitian ini melengkapi penelitian yang sudah ada dan menambah 
referensi akademik sehingga dapat digunakan sebagai pijakan untuk 
penelitian berikutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu organisasi bersangkutan 
untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tunjangan 
kinerja dan melaksanakan perbaikan-perbaikan. 
b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi  organisasi 
publik dalam mengimplementasikan kebijakan tunjangan kinerja 
dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
E. Penelitian Terdahulu 
Penelitian tentang implementasi kebijakan tunjangan kinerja ini 
menjadi sangat penting karena belum ada penelitian tentang tunjangan 
kinerja yang dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik UNS. Adapun penelitian mengenai tunjangan kinerja sudah 







Referensi Tulisan Ilmiah 
 
No Identitas Tulisan Ilmiah Kesimpulan yang digunakan 
sesuai topik penelitian 
1. Skripsi, “Keterkaitan Keadilan, 
Kepuasan dan Komitmen Organisasi 
dalam Konteks Remunerasi (Studi Pada 
Tenaga Kependidikan di UNS)”, Pamulia 
Risma Ayumi/NIM F0211081, 2015, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Tenaga Kependidikan yang 
memiliki persepsi positif 
terhadap remunerasi lebih 
berkomitment pada organisasi 
mereka. 
2. Skripsi, “Keterkaitan antara Manajemen 
Perubahan, Komunikasi, dan 
Komitment Organisasional : Studi 
tentang Efek Kebijakan Remunerasi 
pada Tenaga Kependidikan di UNS”, 
Masayu Merilla Dewi Kurniasari/NIM 
F02111071, 2015, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis 
Tenaga Kependidikan yang 
memiliki persepsi positif 
terhadap remunerasi lebih 
berkomitment dan memiliki 
sikap mendukung perubahan 
sehingga mengurangi 
resistensi mereka. 
3. Tesis, “Pengaruh Remunerasi, Kepuasan 
Kerja, Motivasi Berprestasi, dan 
Budaya Organisasi terhadap Kinerja 
PNS di IAIN Surakarta”, Indah Puji 
Astuti/NIM S431308012, 2015, 
Pascasarjana Akuntansi UNS 
Remunerasi memiliki 
kontribusi yang positif 
signifikan terhadap kinerja 
karyawan 
4. Skripsi, “Tinjauan Mengenai Efektivitas 
pelayanan KPP Pratama Sleman setelah 
berlakunya kebijakan Remunerasi 
dalam Rangka Reformasi Birokrasi”, 
Kinanti Riskika/NIM E0009181, 2013, 
Fakultas Hukum UNS 
Setelah berlakunya remunerasi 
pelayanan KPP Pratama 
Sleman telah efektif 
(mememuhi aspek kepastian 
hukum dan secara normatif 
dapat memberikan keadilan 
teknis.  
5. Tugas Akhir, “Evaluasi Implementasi 
Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja 
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta” Aprida Masruroh, 2015, DIII 
Akuntansi 
Menekankan pada prosedur 
akuntansi terkait pembayaran 
remunerasi. 
 
Penelitian-penelitian diatas belum menggambarkan dengan jelas 
bagaimana proses administrasi penerapan kebijakan tunjangan kinerja.  
Penelitian ini akan menitikberatkan pada kegiatan administrasi apa saja 





tunjangan kinerja dan  kepatuhan implementor terhadap ketentuan dalam 
kebijakan diantaranya. Selain itu dalam penelitian ini juga akan diteliti 
faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi kebijakan. 
Dalam penelitian ini juga menggunakan referensi dalam bentuk 
jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan.  Jurnal-jurnal tersebut adalah : 
Tabel 1.4 
Referensi Jurnal Terpublikasi 
No Identitas Tulisan Ilmiah Kesimpulan yang digunakan sesuai topik 
penelitian 
1. Jurnal, “Analysis and 
Evaluation of Jobs – 
Important Element in Work 
Organization” Procedia-
Sosial and Behavioral 
science 124 (2014) 59-68, 
Janetta Sirbu and Florin 
Radu Pintea 
Bahwa Job Analysis sangat penting karena 
dengan Job Analysis dapat dihasilkan : 
a. Complete Job Discription 
b. Each Position holder will work better, 
knowing their duties dan have good 
behavior. 
c. Identify competencies of each job 
d. Develop an optimized policy for 
recruitment 
2. Jurnal, “Pay For 
Performance in The Public 
Sector-Benefits and 
(Hidden) Cost”, Antoinette 
Wiebel dkk, Journal of 
Public Administration 
Research and Theory, 
Publish May 27, 2009 
Motivasi terkait Pay For Performance 
menjadi faktor kunci dalam mempengaruhi 
hasil kinerja yang diharapkan. 
Selain membawa dampak positif Pay For 
Performance juga berpotensi terjadi 
pemborosan belanja pegawai karena 
ditemukan hidden cost of rewards. 
 
Dari jurnal yang disajikan diatas kesimpulan yang relevan 
dengan penelitian ini adalah bahwa: 
a. Evaluasi kinerja dan analisis pekerjaan memberikan keuntungan-
keuntungan-keuntungan sebagai berikut: 





2) Setiap posisi dalam pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih baik 
karena pegawai mengetahui benar apa yang menjadi tugas dan 
tanggungjawabnya. 
3) Dapat digunakan untuk mengetahui kompetensi yang dibutuhkan 
dalam setiap jenis pekerjaan. 
4) Dapat digunakan dalam pengembangan optimalisasi sistem 
rekrutmen pegawai 
b. Selain keuntungan-keuntungan dalam kebijakan remunerasi 
didapatkan juga kekurangan, yaitu munculnya pemborosan akibat dari 
adanya hidden cost of reward. 
 
 
 
 
 
 
